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NOMOR : 1

LEMBARAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2003
SERI : D
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

NOMOR I TAHUN 2003

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PACITAN

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan
. Dacrah agar dapat berdayé guna dan berhasil guna, perlu meninjéu
kembali Su;man Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; |
b. bahwa .guna melaksanakan kefentuan tersebut pada huruf a diatas,
maka perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Ta;ta
- . Kerja Perangkat Daerah dengan menuangkan dalam Peraturan
Daerah. | |

: 1. Undang-undang Nomor 1.'2 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Dacrah-daerah Kabupaten Dalam Lingkimgan Propinsi Jawa Timur
{Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran

~ NegaraNomor 9); ' _ i
2.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
| Kepegawaian (Lembaran. Negara Tahun .1974 Nomor 55,
" Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) jo Undang-undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok.Kepe.gawaian;
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3. Unda'ng-undang. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
" Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839), . '
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perlmbangan
. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848), , ‘
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 “Tahun 2000 tentang . -
Kéwenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah- .
Otonom; o |
" 6. Peraturan Pemermtah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman
- Organisasi Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah - Nomor 100 Tahun 2000 tentang.
- 'Pengan.gkatan Pegaw‘ai Negeri Sipil Dalam J abatan Struktural;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000
tentang Pedoman Slisunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat;'
N Daerah Kabupaten ! Kota ; : :
9. Keputusan Menterl Dalam Negerl Nomor 130-67 tahun 2002

3 .."': S _ tentang pengakuan kewenangan Kabupaten dan Kota.

o Dengan Persetuluan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN

MEMUT'USKA_N-'

' Menetapkan  _ : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG
- SUSUNAN  ORGANISASI DAN TATA KERJA.
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PACITAN.

- BABI
KETENTUAN UMUM

. o ~ Pasal 1. _ _
. Dalam Peraturan Daerah ini yang din_laks:ud dengan ;
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'a. Pemerintah Dacrah adalah Peméﬁntah Kabupaten Pacitan
yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah:
" otonom yang lain sebzigai Badan Eksekutif Daerah;
b. . Kepala Dacrah adalah Biipati Pacitan ;
¢. Dewan Perwakilan Rakyaf Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten’
‘ Pacitan sebagai Badan Legislatif;
- d. Sekretarlat Daerah adalah Sekretanat Daerah Kabupaten
| '-Pacnan ' ' !_.
€. _Sekretarls Daerah adalah Sekretarls Daerah Kabupaten.
B "Pamtan . _
f. 'Perangkat Daerah adalah Sekretarlat Daerah, Dinas Daerah ,
Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
| g.- jabatan Struktu'r_al adalah *kedudukan . yang menunjukkan
- tugas, tanggfmg jawab wewenang dan hak seorang Pegawai'
- Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu orgamsasn. o
" Pemerintahan ; ) ‘ | '
h. Jabatan ﬁmgsnonal - adalah kedlidui(an yang menunjukkanl
tugas, tanggung jawab wewenang. dan hak seorang Pegawai'
- Negeri Sipil dalani suatu kesﬁtuan brganisasi yang dalam
pelaksanaan tugasnya dldasarkan pada keahlian dan atau

. ketrampllan serta bersifat mandm

- . BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI I

- Pasal 2 _
(1) Sekretarlat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Kabupaten
yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di
a bawah dan bertanggung Jawab kepada Bupatl
(2) Sekretariat Daerah mempunyal tugas membantu Bupati dalam _
mg_laksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, admmlstrasn,
'orgam'sasn dan tatalaksana serta memberlkan pelayanan
admlmstratlf kepada seluruh Perangkat Daerah
- (3) Dalam melakukan tugas sebagalmgna_ dimaksud pada ayat (2) -
* Sekretariat Daerah mempunyai ﬁmgsi PR |
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a. Pengkoordmasnan perumusan kebljakan Pemermtah Daerah; /
b. Penyelenggaraan admmnstrasn Pemerintahan ; 2
¢. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan - S
- sarana Pemerintahan Daerah ;- v
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai = . - |
dengan tugas dan fungsinyé. ‘

BABIII .
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3 _
(1) Susunan Orgamsasn Sekretanat Daerah terdiri dari :
a. Sekretans Dacrah ' -
b. Asisten Tata Praja, terdiri dari :

H

1. Bagian Pemerintahan, membawahi :-

. a). Sub Bagian Pemerintahan Umum ;
b) Sub Baglan Perangkat Pemerintahan Desa dan’
Kelurahan ; _ | '

¢). Sub Bagian Adxﬁini_strasi Desa dan Kelurahan
d). Sub Bagiah Otonomi Daerah. . .

2. Bagian Hukuni, membawahi : — .

- 4 a) Sub Bagian Perundang-undangan; . /
/b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
J¢) Sub Bagian Dokumentasi Hukum;

- Ad) Sub Bagién Penib_inaan dan Pengkajian Produk Hukum

) Desa dan Kelurahan. |

c. Asisten Pembangunan, terdiri dari :
1. Bagian Pémbangunan, membawahi ;-
~ a). Sub Bagian Administrasi Pembangunan ;
b). Sub Bagian Pere_kononiian;
¢). Sub Bagian Bina Sosial ;
~ d). Sub Bagian Permukiman dan Prasarana Wilayah.

2. Bagian Umtim, memb_z_l_.we;pi < i
-~ a) SubBagian Tata":I.;I_sal.xa dan Sandi ;
- b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Protckol;

¢) Sub Bagian Pengadaan dan Perlengkapan.



d Asmten Admlmstras i, terdiri dari ;
1. Baglan Orgamsas i, membawahi :
S a) ‘Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan ;
b) Sub Bagian Ketatalaksanaan ;
¢) SubBagian Pendayagunaan Aparatur ;
d) Sub Bagian Kepegawaian,
2, Bagian Keuangan, membawah1
a). Sub Baglan Anggaran ;
b). Sub Bagian Pembukuan ;
c). Sub Bagian Pcrbendqha{aan_; "
d). Sub Bagian Verifikasi ; B
e. Kelompok Jabatan Fung;ioml;

' 2) Masing-masing Asisten dipimpin oleh seorang Asisten Sekretaris
Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada . -

Sekretans Daerah.

'(3) Masi mg—masmg Baglan dlplmpm oleh seorang Kepala Bagian yang
 berada di bawsh dan’ bertanggung Jawab kepada Asisten yang

' membawahi.

4) Masmg-masmg Sub Baglan dipimpin oleh seorang Kepala Sub

| Bagtan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Baglan yang mcmbawahl '

i

_"(5) Bagan Susunan Orgamsasn Sekretanat Daerah sebagaimana -

~ tercantum dalam Lamplran _ dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. -
(6) Uraian tugas dan fimgsi Asisten, Bagian dan Sub Bagian dmtur ’
lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

. BABIV
TATA KERJA

Pasal 4

(l) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dacrah, Asisten,

Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip
. koordinasi, intregrasi, dan sinkronlsasi baik dalam unit organisasi
B Imasmg—masmg maupun dengan unit orgamsam lainnya sesuai -

- dengan tugas pokok masmg-masmg :
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(2) Setiap pimpinan satuan 0rgamsasn dalam lingkungan Sekretariat
Daerah wajib membma dan mengawasi bawahan masing-masing
. dan apabila terjadl penyimpangan agar mengambil langkah-
- . ~ langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-.
- undangan yang berlaku dan apabila ditemukan prestasi (melebih]
- fungsi tugas pokok) dnjadlkan catatan normatif daftar penilaian
kepegawaian yang bersangkutan
(3) Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah ..
| bertanggung l_iaWab memimpin  dan mengkoordinasikan
. bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta
.- petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya ;
(4) Setiap pimpinan satuan orgaﬁisasi dalam lingkungan Sekretariat
Daerah wajib mengikut] petunjuk dan bertanggung jawab kepada
_ masmg-masmg serta menyampaikan laporan berkala tepat pada
waktunya H
(5) Setiap laporan yang dltenma oleh pimpinan satuan organisasi dari’
bawahan masmg-masmg dlolah «dan dlpergunakan sebagai bahan
untuk menyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan

petunjuk dan tindak lanjut kepadd bawahannya.

Pasal 5
n Apablla Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap, Sekretans
" Daerah melaksanakan tugas Bupati untuk sementara waktu; |
* (2) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan melaksanakan tugasnya,
tugas Sekretaris Daerah dilaksanékan oleh pﬁjabat yang ditunjuk;
~ oleh Bupati. ' '

| BABV © |
. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal6 . ,
(l) Kelompok Jabatan Fungsnonal mempunyai tugas melaksanakan
. sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan .
kebutuhan,
(2) Kelompok jabatan ﬂmgsnonal sebagaunana tersebut pada ayat
(1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsnonal senior yang
ditunjuk,
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(3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1)

ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja;

(4) Jenis dan jcnj ang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada

ayat (1) di atas, diatur badasarﬁan peraturan perundang - |
undangan yﬁng berlaku; ‘ _

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mehpmyai tugas sesuai dengan

-+ peraturan perundang — undangan yang berlaku,

BABVI . .
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
' DALAMJABATAN

_ o Pasal 7 ‘
(1) Sekretaris Daerah diangkat dan dibcrhchtikan oleh Bupati atas
persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan _Rakyat Daerah;
~{2) Asisten dan | Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan olch‘-
.Bupati;‘ o ‘ -

(3) Kepala Sub Bagian dapat diangkat dan diberhentikan oleh
- Sekretans Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

BAB VII
PEMBIAVAAN

_ Pasal 8
- Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Sekretariat
., Daerah dibebankan kepada Anggaran Pcndaﬁatan dan Belanja Daerah
'.Kabupaten Pacitan dan dana lain yaﬁg sah sesuai Peraturan

Pcrundang-undangan yang berlaku.

BABVII .
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

_ Pasal 9
Dengan bcrlaklmy_a Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Kabupate.ri Pacitan Nomor 3 Tahun 2001 beserta peraturan
pelaksanaanya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.




. f : | ~ Captd

" Diundangkan di : Pacitan

Pasal 10
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati. '

_ - Pasalll |
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

'Agaf setiap oréﬁg dapat niengetahuinya, memerintahkan .
'pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan. |

. Ditetapkandi  : Pacitan j
PadaTanggal : 3 Pebruari 2003

BUPATI PACITAN

SUTRISNO

Padatanggal :3 Pebruari 2003 -

NIP. 510 049978

Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2003 Nomor 1 Seri D
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SUSUNAN ORGANISASI | 7!

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN

.. KELOMPOK

[

LAMPIRAN :PERATURAN DAERAH

NOMOR * :1

KABUPATEN PACITAN

" TANGGAL  : 3 Pebruari 2003

SEKRETARIS DAERAH

JABATAN FUNGSIONAL
I | I I i J

1

ASISTEN TATA PRAJA

ASISTEN PEMBANGUNAN

ASISTEN ADMINISTRASI

P

SUB BAGIAN OTONOMI

PERMUKIMAN DAN
" PRASARANA WILAYAH

BAGIAN PEMERINTAHAN | || BAGIANPEMBANGUNAN || BAGIAN ORGANISASI
] | T
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN _
| ADMINISTRASI | KELEMBAGAAN DAN
| | PEMERINTAHAN UMUM PEMBANGUNAN ANJAB
SUB BAGIAN PERANGKAT -
PEMERINTAH DESA DAN | SUB BAGIAN B EUE E:Gslﬁ AA
a KELURAHAN PEREKONOMIAN KETATA LAK N
~__ SUBBAGIAN
SUB BAGIAN | SUB BAGIAN ! PENDAYAGUNAAN
ADMINISTRASI DESA DAN W BINA SOSIAL ~ APARATUR
| KELURAHAN
SUB BAGIAN -
SUB BAGIAN ] KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PEMBINAAN
DAN PENGKAJIAN

- PRODUK HUKUM DESA
DAN KELURAHAN

DAERAT ~ BAGIAN KEUANGAN
1
] HUKUM UMUM SUB BAGIAN
- — T ] ANGGARAN .
1 SUB BAGIAN PERUNDANG- - SUB BAGIAN - SUB BAGIAN'
* UNDANGAN TATA USAHA DAN SANDI 1 PEMBUKUAN"
: - - SUB BAGIAN :
SUB BAGIAN BANTUAN RUMAH TANGGA DAN - SUB BAGIAN®
HUKUM PROTOKOL PERBENDAHARAAN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN- [ | SUB BAGIAN
" DOKUMENTASI HUKUM - PENGADAAN DAN VERIFIKASI ;
PERLENGKAPAN




